PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9
TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Klarifikasi dari Gubernur Jawa Tengah
Nomor 180/03123 tanggal 11 Maret 2008 tentang Klarifikasi
dan Evaluasi Perda dan Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten maka perlu mengadakan penyesuaian
terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Reklame;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, .
dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten
Klaten tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten
Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3480); 3

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
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Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republix
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 12, 13,
14 dan 15 Tahun 1950;

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan,
Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-
undangan;

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Klaten Nomor
10 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kiaten Klaten (Lembaran
Daerah Tahun 1987 Nomor 10 Seri D Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat |l Klaten Nomor
11 Tahun 1992 tentang Jalan;

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2007
tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah
Kabupaten Klaten Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan
BUPATI KLATEN -




MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR 9
TAHUN 2007 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

Pasal |

-

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun
2007 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2007 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6)
diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 2 diubah serta ditambahkan angka baru
sehingga berbunyi :

“Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

@

3. Bupati adalah Bupati Klaten.

Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau
daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma,
kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana
pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk badan usaha lainnya.

5.  Tempat Pemasangan Reklame adalah setiap ruang baik dalam bentuk benda
bérgerak atau benda tidak bergerak yang dimiliki dan atau dikuasai oleh
Pemerintah Daerah atau swasta dan dipergunakan sebagai tempat
pemasangan reklame.

6. Reklame adalah benda, alat, media atau perbuatan yang menurut bentuk,
susunan dan atau corak ragamnya untuk tujuan komersial digunakan untuk
memperkenalkan, menganjurkan atau memuji kepada suatu barang, jasa

g atau seseorang ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu
Q barang, jasa atau seseorang yang diselenggarakan/ditempatkan atau dapat
dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum.

7. Panggung Reklame adalah sarana atau tempat pemasangan satu atau
beberapa bidang reklame yang diatur secara terpadu dengan baik dalam
suatu komposisi yang estetis, baik dari segi kepentingan penyelenggara,
masyarakat yang melihat maupun keserasiannya dengan pemanfaatan
ruang kota beserta lingkungan sekitarnya.

8. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame/produk dan atau
Perusahaan/Biro Reklame, yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan
atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

9. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan
dengan reklame.

10. lzin adalah Izin Penyelenggaraan Reklame.

11. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal
dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana



untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya. *

12. Penyidik adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu yang diberi
wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

13. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban
untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah
Kabupaten Klaten yang memuat Ketentuan Pidana.

2. Ketentuan Pasal 30 ayat (1) disempurnakan sehingga keseluruhan berbunyi:

“Pasal 30

(1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 dan Pasal 19 diancam pidana kurungan
paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-
(lima puluh juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Ll

Pasal Il
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
‘g P&, padatanggal 2l Maret 2005
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Diundangkan di Klaten
pada tanggal 2! Maret 2009
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